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PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 0O {7 TAHUN 2011
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

‘Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 jo Pasal 36 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, ketentuan mengenai tata cara penyusunan
prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan
Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan
Program Legislasi Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Selatan.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

" 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara

Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM
LEGISLASI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1:
2

Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan.

Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah
instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat
kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat
paripurna DPRD.



6. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan
bersama Kepala Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN PROLEGDA
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan
DPRD.

(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan atas:
a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d.

aspirasi masyarakat daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyusunan Prolegda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 3

(1) Bupati memerintahkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
menyusun Prolegda di lingkungan pemerintah daerah.

(2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

(3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum
penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 4

(1) Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah  daerah
dikoordinasikan oleh bagian hukum sekretariat daerah.

(2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mengikutsertakan instansi vertikal terkait.

(3) instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut
sertakan apabila sesuai dengan:

a. kewenangan,

b. materi muatan; atau



c. kebutuhan dalam pengaturan.

(4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5
Bupati menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan
pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur atau
ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan- pengundangan
peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
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